
imbang a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nornor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntanan Daerah 
sebaoalmana telah d1ubah beberapa kah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sehingga dengan telah berakhlrnva Pelaksanaa Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016, maka Bupati perlu mengajukan laporan keuangan 
yang telah diperiksa oleh Sadan Pemeriksa Keuangan sebaga1 pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dar. BelanJa 
Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, pertu membentuk Peraturan Daerat, tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016;" 

BUPATI SUMBA TIMUR, 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

TENT ANG 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 

TAHUN ANGGARAN 2016 

NOMOR if TAHUN 2017 

BUPATI SUMBA TIMUR 

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 



Meng,ngat 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 l ntang Pembentuksn Daerah-daerah T1ngkat n dalam Wflayah oaerah-daP..ra Ti cat J Ba 1, 

Nusa Tenggara Barat dan Nusc1 Tenggara Timur (LemlJaran Negara Repubhk Jndon ta Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran 
Negara Repubhk Jndone ,a Nomor 1655); 

2. Undang-Undang omor 28 Tahun 1999 tentanq Penyclcnggara Negara yang Bersrh dan Oebas dari Korups,, KolUSI ca r, cpotisme 
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keut1ngan Negara (Lembaran Negara Republrk Indonesra Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran N gara Republrk Indonesia Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 r omor 5, 
Tambahan Lembaran Negara Republrk Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republrk Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republtk Indonesia Nomor 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang S1stem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Repubh' Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republrk Indonesia Nomor 4421); 

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemenntah Pusat dan Pemenntahan Daerah (L.embaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nornor 
130, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5049) 

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Repubhk Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 omor 244, 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemenntahar Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Punpman dan Anggota Dewan Perwakllan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemenntah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4712); L 



12. Peraturan Pemennlah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keu ngan Badan I vanan Umum (I emt>Jran Nr.gar< Rcpl 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indon a Nornor 4502); 

13. Peraturan Pemenntah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjarnan Daerah (Lernbar n N gah Republlk lndon sm fahun 2005 Nornor l 
Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4574); 

14. Peraturan Pemerrntah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Penmbangan (tembaren N gara Rcpubllk Indonesia rahun 200', Nor 
137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

15. Peraturan Pemenntah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Informasr Keuangan Da~n1h (Lembc1rc n Nl'gara Republik tnoonesta I ahun 2 
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4576); 

16. Peraturan Pemenntah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hr bah (Lembaran Negara Republik Indonesia l ahon 2005 Nornor 139, T c1rnbal 
Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4577); 

17. Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia T ahun 2 
Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 4578); 

18. Per:aturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Stnndar Pelayanan Mlr11rnill (Lernbar 
Negara Republtk Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585); 

19. Peraturan Pemenntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pemblnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintallan Daer 
(Lembaran Negara Republik Jndonesra Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan tcmbaran Negara Republlk Indonesia Nornor '1593); 

20. Peraturan Pemerrntah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kincr)<.1 Instansi Pernerlntah (Lernbaran Negara Repub 
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nornor 4614); 

21. Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentaog Pembag,an Urusan Pemenntahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daer 
Provins, dan Pemenntahan Daerah KabupatenjKota (Lembaran Negara Republrk Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambah 111 L mbar 
Negara Repubhk Indonesia Nomor 4737); 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerrntah (Lembaran Neg,1rc.J Republlk lndonesta 'ranun 201 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Repubhk Indonesia Nomor 5165); 

23. Peraturan Menten Dalam Negen Nomor J 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebaqatmana teleh d1ub 
beberapa kalt terakh1r dengan Peraturan Menten Oalam Ncgcrl Nomor 21 Tahun 201 J fCntang Perubahan Kedua Atds Perr1turan Ment 
Oalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tent ng Pedoman P ngelolaon Keuangan Da rt h;I., 



24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentangPenetapan Standar Akuntansi Pemenntahan serbasis Akrual pada 

Pemenntah Daerah; 
25. Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 

Tahun 2011 tentang Pedoman Pembenan Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber darl Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah; 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2005 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 111), sebagaimana telah d1ubah beberapa kah terakhir dengan Peraturan 
Daerah kabupaten Sumba Timur Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan Ket1ga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur 
Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten 
Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007 Nomor 138, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba 
Timur Nomor 151); 

27. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten 
Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2008 Nomor 151, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba 
Timur Nomor 161); 

28. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 181); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur 
Tahun 2010 Nomor 209, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 198); 

30. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 
Oaerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2010 Nomor 210, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 199); 

31. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba 
Timur Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2015 Nomor 37, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Nomor 586); 

32. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 (Lerry,aran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 620);~ 



Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur 
3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur 
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur 
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya dismqkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah K.abupater 5'._---n..."o 

Timur. 
6. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebaga, penambah nilai kekayaan bersrh. 
7. Belanja Daerah adalah kewajban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. 
8. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 
9. Defisit Anggaran Daerah adalah sehslh kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. 
10. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembah dan/atau pengeluaran yang alcan d terima kemba i, baik pada tahun 

anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. 
11. Sisa Lebrh Perhituogan Anggaran yang selaojutnya disingat SiLPA adalah selisih lebrh reahsasi penenmaan dan pengeluaran anggara'l Se ama satu 

periode anggaran.( 

Pasal 1 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Menetapkan. PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEL.ANJA DAfRAH 
KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016. 

MEMUTUSKAN : 

BUPATI SUMBA TIMUR 
dan 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 

Dengan Persetujuan Bersama 



Pasal 4 

Uralan taporen realisas, anggaran sebaga1mana dlmaksud dalam Pasal 3 sebagal berikut : 
a. seusm anggaran dcngan reallsasi pendapatan seJumlah Rp (34.755.044.816,37) dengan nnoan sebagai berrkut : 

t. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp 1.107.119.544.505,00 
2. reausest Rp 1.072,354,499,68fl,_63 t 

sellsih leblh/(kurang) Rp (34. 755.044.816,37)._, 

90.064.861.404,60 Rp 

90.064.861.404,60 
0.00 

Rp 
Ro 

1. Penerlmaan 
2. Pengeluaran 

pemblayaan neto 

PasalJ 

Laporan reallsasi anggaran tahun anggaran 2016 sebagaimana drmaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berlkut: 
a. pendapatan Rp 1.072.364.499.688,63 
b. belanja dan Transfer Rp 1.057369.125,121,00 
c. surplus/defrsit Rp 14 995.374.567,63 
d. pemblayaan 

Pasal 2 

( 1) PertanggungJawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat : 
a. laporan reahsasl anggaran; 
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih; 
c. laporan operasmnal; 
d. laporan perubahan exuitas: 
e. neraca; 
f. Japoran arus kas; dan 
g. catatan atas laporan keuangan. 

(2) Laporan keuangan sebagarmana dimaksud pada ayat (1) dllampirr dengan laporan klnerja dan rkhtisar laporan keuangan Badan Usaha Mlhk 
Daerah/Perusahaan Daerah. 

BAB II 
RUANG LINGKUP 



lain-lain 
saldo anggaran leb1h akhlr(a·b+c+d+e) 

Rp 
Rp 

8JL 
Rp 

b. 
105.060.235.972,23 

0,00 
_o,oq 

105. 060. 235. 972,23~ 

saldo anggaran leb1h awal 
penggunaan saldo anggaran lebih sebagal penerimaan pembiayaan tahun berJalan 
slsa leblh/kurang pemblayaan anggaran (S1LPNSiKPA) 
koreksf kesalahan pembukuan tahun sebelumnya 

a. 
t.aporan perubahan saldo anggaran lebih sebagalmana d,maksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b per 31 Desember tahun 2016 sebagai berlkut: 

Rp 89.861.255.936,60 
Rp 89.861.255.936,60 

f. 

e. 

d. 

c. 

sehsih anggaran dengan reahsas belanja dan transfer sejumlah (Rp 139.790.279 421,60) dengan rincran sebaga, berrkut : 
1. anggaran belanja dan transfer setelah perubahan Rp 1.197.159.404.542,60 

2. reahsas Rp 1.057.369.125.121.0Q 
sehsih lebih/(kurang) Rp (139.790.279.421,60) 

selisih anggaran dengan reahsasi surplus/defrs1t sejumlah Rp. 105.035.234.605,23 dengan nndan sebaga, berrkut : 
1. anggaran Surplus/defisit setelah perubahan Rp (90.039.860.037,60) 
2. realrsas, Surplus/defis1t setelah perubahan Rp 14.995.374.567,63 

sehsrh lebih/(kurang) Rp 105.035.234.605,23 
Selts,h anggaran dengan reahsast penerrmaan pembiayaan seJumlah Rp.25.001.367,00 dengan rincian sebagai berlkut: 
1. anggaran penenmaan pembiayaan setelah perubahan Rp 90.039.860.037,60 
2. reansas Rp 9Q.Q64.861.404,60 

sehsih leblh/(kurang) Rp 25.001.367,00 
sellsih anggaran dengan realrsasi pengeluaran pembiayaan sejurnlah Rp 0,00 dengan nndan sebaga, berikut: 
1. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp 0,00 
2. reallsas, Rp 0,00 

selisih leblh/(kurang) Rp 0,00 
selisih anggaran dengan reahsas, pembravaan neto sejumlan Rp 25.001.367,00 dengan rrnclan sebaga, berlkut : 
1. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan Rp 90.039.860.037,60 
2. reallsas, Ro 90.064.861.404,60 

sellsrh leblh/(kurang) Rp 25.001.367,00 

Pasal 5 

b. 

e. 
f. 

c. 
d. 



2.095.825.046.621,42l Rp 

2.996.444.390,00 

2.092.828.602.231.42 

Rp 

RD 
b. jumlah kewajiban 

c. jumlah ekuitas 

d. jumlah kewajiban dan ekuitas (b+c) 

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e per 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut: 

a. jumlah aset Rp 2.095.825.046.621,42 

Pasal8 
2.092.828.602.231,42 Rp 

1.787.655.008.013,19 
215.586.975.055,41 

89,586.619.162.82 

Rp 
Rp 

RD 

a. ekuitas awal 

b. surplus/defisit laporan operasional 

c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan mendasar 

d. ekuitas akhir (a+b+c) 

Laporan perubahan ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d per 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut : 

a. pendapatan Rp 1.130.597.884. 722,63 
b. beban RQ 915.039.017.117.22 

c. surplus/Defisit dari Kegiatan operasi(a-b) Rp 215.558.867.605,41 
d. surplus/Defisit dari Kegiatan Non operasional RQ 764.920.250,00 
e. surplus/Defisit sebelum pas Luar Biasa(c+d) Rp 216.323. 787 .855,41 
f. jumlah Pas Luar Biasa RQ (736.812.800,00) 
g. surplus/defisit laporan operasional( e+f) RP 215.586.975.055,41 

Pasal7 

Pasal6 
Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c per 31 Desember tahun 2016 sebagai berikut : 



1...2 

l 3 

r 

Pasal 11 

maksud dalam PasaJ 2 tercantum dalam lamp ran ke I s/d VII yang merupakan bag,an tldak 

d maksud da!am Pasal 2 aya (1) huruf g tahun anggaran 2016 memuat lntormast baik secara kuant1tat1f 
nga 

ran menurut urusan pemerintahan daerah dan organ sasi; 
urusan pemerin han da rah, orgarusast, pendapatan, belanJa dan pembiavaan: 

nja daera menuru urusan pemem han daerah, organtsasl, program dan keglatan; 
rasan dan terpaduan urusan pemermtahen daerah dan f ungs, 

l 

2 

Ro s, lQ218071§7Q,OO 
Rp 20.301.787. 705,63 

RD 72,886:2J2, 1 ZS..QQ 
Rp 100 188.426.831,23 
Rp 219.444.495,00 
Rp 16.718.051,00 
Rp 1.207.711.446,00 
8Q 2.~29i6Q7.342,00 
Rp 104.262.108.172,23 

Pasat10 

Pasal9 

taporan arus kas sebagaimana d ma :sud da!am Pasa 2 ayat (1) huruf f per 31 Oesember tahun 2016 sebagai benkut: 
a. arus kas bersih dan aktMtas operas, Rp 288.505.863.517,63 
b ares kas bers dar aktNitas nvestast Rp (273.406 883.482,00) 
c. arus 2S bersn dan aktivitas pembiayaan Rp 100.000.000,00 
d arus kas bers dari aktMtas transrtons 
e. ~na 2n/penunman :as (a b~c+d) 
t. Sc:!do awa :as BUD 
g saldo akhir kas d BUD {e•f) 
h kas d bendahara pengef ran 
i :as d hernia ra penertmaan 
J sado a nr kas dJ BWD 

sakJo a .. kas d FKTP 
saldo .. t.as (g+h+ +J+k) 



Ketentuan /ebih Ianjut tentang PenJabaran PertanggungJawaban Pelaksanaan APBD sebagai nnoan lebih lanjut dan pertanggungJawaban pelaksanaan 

APBD Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 diatur leblh lanjut dengan Peraturan Bupati.l 

Lampiran /aporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam tarnoiran VIII dan IX yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari : 

a. Laporan kinerja tercantum; dan 

b. Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Millk Daerah/Perusahaan Daerah 

Pasal 13 

b. Lamprran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih. 

c. Lampiran III : Laporan Operasional. 

d. Lamprran IV : Laporan Perubahan Eku1tas 

e. Lampiran V : Neraca 

f. Lamprran VI : Laporan arus kas; dan 

g. Lampiran VII : catatan atas laporan keuangan. 

Pasal 12 

Daftar piutang daerah; 

Daftar penyertaan modal (investasi) daerah; 

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah; 

Daftar realisasi penambahan dan pengurangan aset lainnya; 

Daftar kegiatan-keglatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dranggarkan kembali dalam tahun anggaran 

berikutnya; 

Daftar dana cadangan daerah; dan 

Daftar plnjarnan daerah dan obligasi daerah. 

5 tarnpiran 1.5 

6. Lampiran I.6 

7 Lampi ran I. 7 

8 Lampiran I.8 

9. Lampiran 1.9 

10. Lampiran 1.10 

11. Lampiran 1.11 



JUSPAN 

U:MBARAN DAE RAH KAC3UPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2017 NOMOR )." 

NOMOR REGJSfRASl Pf:RA TURAN DAE RAH KABUPATEN SUMBA TIMUR PROVlNSl NUSA TENGGARA TIMUR : O LJ 

--- 

Diundangkan di Walngapu 
pada tanggal d-b Jul, io 11· 
SEKRETARIS DAERAH 

~BUPATEN SUMBA TIMUR, 

Dltetapkan di Waingapu 
pada tanggal ?.b Ju.Ii ~ l ?- 

f BUPATI SUM BA TIMUR, f 

Agar setiap orang mengetahuinya, memenntahkan pengundangan Peraturan Daerah im dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 

Sumba Timur.L 

Peraturan Daerah im rnulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 14 

BAB Ill 
KETENTUAN PENUTUP 



Pasal 1 
Cukup jelas 

Pasal 2 
Cukup jelas 

Pasal 3 
Cukup jelas 

Pasal 4 L 
Cukup jelas 

II. PASAL DEMI PASAL 

I. UMUM 
Bahwa dengan dttetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagalmana telah diubah beberapa kalr 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah, memben kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab untuk memberdayakan masyarakat serta menrngkatkan 
penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, dan dengan berakhlrnya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016, maka Bupatl perlu mengajukan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan sebagai Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 
2016. 

Untuk menindak lanjun Peraturan Pemenntah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dlubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka sangat perlu melakukan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan BelanJa Daerah 
Kabupaten Sumba Timur Tahun Anggaran 2016 yang disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 

TAHUN ANGGARAN 2016 

PENJELASAN 
ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR 
NOMOR TAHUN 2017 

TENTANG 
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iAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR .. ~ 

pasal 5 
cukup je\as 

Pasal 6 
Cukup je\as 

Pasal 7 
Cukup je\as 

Pasal 8 
Cukup je\as 

Pasal 9 
Cukup je\as 

Pasal 10 
Cukup je\as 

Pasa\ 11 
Cukup je\as 

Pasa\ 12 
Cukup je\as 

Pasa\ 13 
Cukup je\as 

Pasa\ 14 \ 
Cukup je\as\i 


